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P U T U S A N 

Nomor 57/Pdt.G/2016/PA.Batg 

    
◆❑▪  
▪ 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara -

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam 

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 

Pramuniaga, bertempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat;  

Melawan 

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 

Tani, bertempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut ;  

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 

02 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Bantaeng Nomor 57/Pdt.G/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu , 

Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng 

sebagaimana bukti berupa Duplikat  Akta Nikah Nomor 114/10/V/2014 

tertanggal 25 Januari 2016; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua 

Tergugat di Desa Bonto Tallassa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten 

Bantaeng selama kurang lebih 5 bulan; 

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan bandan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum 

dikaruniai anak; 

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan  

rukun dan baik, tetapi sejak 2 bulan setelah menikah antara penggugat 

dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya 

menjadi tidak harmonis lagi; 

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya 

disebabkan oleh : 

a. Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat; 

b. Tergugat suka marah dan berkata kasar  terhadap Penggugat 

walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; 

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 

terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2014 saatmana Tergugat yang saat itu 

tiba-tiba marah dan langsung mengusir Penggugat, karena merasa tidak 

tahan lagi dengan sikap Tergugat yang setiap marah selalu mengusir 

Penggugat, akhirnya Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat yang 

hingga kini sudah mencapai 1 tahun lebih lamanya; 

7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan 

penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.; 

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama 

sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah 

bercerai dengan Tergugat; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadil i  

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

Disclaimer
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2. Menyatakan jatuh talak satu ba’in shughra Tergugat, Tergugat kepada 

Penggugat, Penggugat; 

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku. 

 

      Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -

adilnya; 

 

 Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang Tergugat 

tertanggal 12 Pebruari 2016, dinyatakan bahwa alamat Tergugat salah dan 

alamat yang benar adalah Dusun Batu Pakke, Kelurahan Karatuang, 

Kecamatan Bantaeng maka selanjutnya panggilan kepada Tergugat diganti 

pada alamat tersebut yang tentunya dengan persetujuan Penggugat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang Tergugat 

tertanggal 4 Maret 2016, panggilan kepada Tergugat telah sah dan patut 

namun pada sidang yang telah ditetapkan tertanggal 16 Maret 2016 Tergugat 

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak 

berhasil; 

 Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat 

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;  

 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;  

 

A. Bukti Surat 

- Fotokopi  Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.3/PW 01/22/I/2016 

atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut,  

sesuai dengan aslinya dan  bermeterai cukup, tanda bukti  P; 

B. Bukti Saksi 

1. Saksi I,  saksi adalah Sepupu Penggugat, saksi tersebut memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

  

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

menikah pada tanggal 10 Pebruari 2014; 

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang 

tua Tergugat; 

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak dalam 

pernikahannya; 

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat 

bertengkar, hanya Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa 

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar; 

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan uang belan ja 

kepada Penggugat dan sering marah-marah;  

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak  

bulan Juni 2014 dan kini Penggugat tinggal bersama saksi atau setahun  

lebih lamanya; 

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

 

2. Saksi II,  Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

  

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

menikah pada tanggal 10 Pebruari 2014; 
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- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang 

tua Tergugat; 

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak dalam 

pernikahannya; 

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat 

bertengkar, hanya Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa 

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar; 

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan uang belanja 

kepada Penggugat dan sering marah-marah;  

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

bulan Juni 2014 atau setahun lebih lamanya; 

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan 

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan  

tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;  

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah 

Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap 

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;  

Pertimbangan tentang Kompetensi 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas 

menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan 

dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan  

Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) 

angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, 
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kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk 

dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama 

Bantaeng berwenang secara absolut  untuk mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di 

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan 

kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng; 

Pertimbangan tentang Legal Standing 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan 

mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. 

Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku 

istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap 

Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti  

surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat 

dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang 

telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah  

akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh 

pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, 

serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan  

demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil 

serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), 

sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat  dinilai sebagai 

pihak yang tepat dalam perkara ini (legitima standi in judicio), in casu 

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; 

 

 

Pertimbangan tentang Kehadiran Para Pihak 

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri persidangan, 

sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita 
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Pengadilan Agama Bantaeng, namun demikian ternyata Tergugat tidak hadir 

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di 

persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak 

ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah 

sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini 

dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat  (verstek), sesuai 

dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi 

Hukum Islam; 

Pertimbangan tentang Upaya Damai dan Mediasi 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan  

ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan  

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati 

Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri 

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di 

persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara 

ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah 

Agung RI No.1 tahun 2008; 

Pertimbangan tentang Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan 

antara Penggugat dan Tergugat  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 

76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan  

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi dari 

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; 
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, 

Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang mana 

saksi-saksi tersebut telah dewasa dan disumpah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 175 R.Bg, yang merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan 

Penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian para saksi telah memenuh i 

syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka 

persidangan; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang 

diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui oleh para saksi, 

secara materil saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dengan Tergugat namun keterangan para saksi tersebut saling 

bersesuaian dalam hal Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal selama setahun lebih lamanya, Keterangan para saksi tersebut saling 

bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis 

dan saksi - saksi, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 

tanggal 10 Februari 2014; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dalam 

perkawinannya; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

bulan Juni 2014 yang hingga saat ini telah berlangsung selama satu 

tahun sembilan bulan; 

- Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk 

bercerai, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; 
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- Bahwa, tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban antara keduanya 

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 dan Pasal 30 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat 

diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara 

Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama selayaknya suami isteri 

atau telah berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 

1354/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 terkait pisah tempat tinggal 

maka pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah merupakan indikasi adanya masalah dalam rumah tangga yang 

dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dan telah 

berlangsung sejak bulan juni tahun 2014 atau hingga kini berlangsung 

selama satu tahun sembilan bulan lamanya; 

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian 

retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras un tuk 

bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk 

menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya; 

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat 

perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak 

mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 

maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan 

akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi 

kedua belah pihak jika dipertahankan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah 

fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis 

hakim yaitu “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap 

kemashlahatan” ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah 

diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang sebab perceraian dengan alasan 
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perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi 

untuk dirukunkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh 

karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai 

dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis 

Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat; 

Pengiriman Salinan Putusan 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara ex officio Majelis Hakim 

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau Pejabat 

yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini setelah 

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama tempat perkawinan  Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan 

tempat Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berkenaan dengan perkara ini; 

 

 

 

MENGADILI 
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap 

Penggugat,  Penggugat; 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan  

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, 

Kabupaten Bantaeng dan Pegawai  Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  perkara sejumlah 

Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu  rupiah). 

  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami Drs. Hasbi, M.H 

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Aminah Sri Astuti HS., S.E.I dan St. Hatijah, 

S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan  

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan 

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh 

Dra.Hj.St. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa 

hadirnya Tergugat. 

 

Ketua Majelis Hakim, 

 

ttd 

Drs. Hasbi, M.H 

   Hakim Anggota I,                                             Hakim Anggota II,    

 ttd ttd 

  Aminah Sri Astuti HS., S.E.I                                      St. Hatijah, S.HI. 

 

Panitera Pengganti, 
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ttd 

Dra. Hj. St. Nuraeni 

   

Rincian Biaya Perkara : 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 

2.  Biaya ATK : Rp 50.000,00 

3.  Biaya Panggilan : Rp 275.000,00 

4.  Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 

5.  Biaya Materai : Rp     6.000,00 

 Jumlah   : Rp 366.000,00 

tiga ratus enam puluh enam ribu  rupiah. 

Salinan Sesuai Aslinya, 

Pengadilan Agama Bantaeng, 

Panitera, 

 

 

 

M. Arfah, S.H. 
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